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PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 7 TAHUN 2019 

TENTANG 

PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN SECARA DARING 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa untuk membangun tata kelola pemerintahan yang 

efektif dan efisien perlu mengembangkan sistem pelayanan 

administrasi kependudukan yang baru; 

  b. bahwa sistem pelayanan administrasi kependudukan 

sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan 

dengan cara yang lebih mudah dan cepat kepada 

masyarakat dengan menerapkan mekanisme pelayanan 

secara daring; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pelayanan 

Administrasi Kependudukan Secara Daring; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang 

Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 

2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan 
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 

Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5475); 

  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi 

dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 

2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 595; 

  3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5494); 

  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

  6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 

tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 

2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-

www.peraturan.go.id



2019, No.152 
-3- 

Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 

Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4736); 

  7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang 

Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5348); 

  8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem 

Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182); 

  9. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Tata 

Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 184); 

  10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 

Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi 

Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 1238); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG 

PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN SECARA 

DARING. 

 

BAB I  

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1  

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Administrasi Kependudukan Secara Daring yang 

selanjutnya disebut Adminduk Daring adalah rangkaian 

kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan 

dokumen dan data kependudukan berbasis elektronik 

melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, 

pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta 
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pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan 

pembangunan sektor lain. 

2. Pelayanan Administrasi Kependudukan Daring yang 

selanjutnya disebut Pelayanan Adminduk Daring adalah 

proses pengurusan dokumen kependudukan yang 

pengiriman data/berkas persyaratannya dilakukan 

dengan media elektronik yang berbasis web dengan 

memanfaatkan fasilitas teknologi, komunikasi dan 

informasi. 

3. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang 

selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang 

memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi 

untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi 

kependudukan di tingkat penyelenggara dan instansi 

pelaksana sebagai satu kesatuan. 

4. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata 

penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa 

kependudukan dan pendataan penduduk rentan 

administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen 

kependudukan berupa kartu identitas atau surat 

keterangan kependudukan. 

5. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting 

yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan 

sipil pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil 

kabupaten/kota atau unit pelaksana teknis dinas 

kependudukan dan pencatatan sipil. 

6. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang 

diterbitkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan 

sipil kabupaten/kota atau unit pelaksana teknis dinas 

kependudukan dan pencatatan sipil yang mempunyai 

kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang 

dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan 

Pencatatan Sipil.  

7. Naskah Dinas Elektronik adalah informasi yang terekam 

dalam media elektronik sebagai alat komunikasi 

kedinasan, yang dibuat dan atau diterima oleh 

pejabat/pimpinan yang berwenang di lingkungan 
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Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah sesuai 

tugas fungsi penyelenggaraan administrasi 

kependudukan. 

8. Tata Naskah Dinas Elektronik adalah pengelolaan naskah 

dinas secara elektronik dengan memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi untuk kecepatan dan 

kemudahan dalam proses pengambilan putusan. 

9. Aplikasi Tata Naskah Dinas Elektronik yang selanjutnya 

disebut Atandie adalah suatu sistem pengelolaan naskah 

dinas, yang dibangun dengan memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi yang bersifat legal. 

10. Sertifikat Elektronik yang selanjutnya disingkat SE 

adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat 

tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan 

status subjek hukum para pihak dalam transaksi 

elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara 

sertifikasi elektronik. 

11. Tanda Tangan Elektronik yang selanjutnya disingkat TTE 

adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi 

elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait 

dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan 

sebagai alat verifikasi dan autentikasi. 

12. Penanda Tangan adalah subjek hukum yang 

terasosiasikan atau terkait dengan TTE. 

13. Penyelenggara TTE adalah badan hukum yang berfungsi 

sebagai pihak terpercaya yang memfasilitasi pembuatan 

TTE. 

14. Data Pembuatan TTE adalah kode pribadi, kode 

biometrik, kode kriptografi, dan/atau kode yang 

dihasilkan dari pengubahan tanda tangan manual 

menjadi TTE, termasuk kode lain yang dihasilkan dari 

perkembangan teknologi informasi. 

15. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik 

yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau 

disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, 

optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, 

dan/atau didengar melalui komputer atau sistem 
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